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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak-hak

konstitusional perempuan yang bebas dari penyiksaan,
perlakuan merendahkan derajat martabat manusia,
berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari
segala kekerasan serta untuk meningkatkan kualitas
hidup perempuan perlu mendapatkan perlindungan
dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah melalui
pengaturan yang komprehensif untuk memberikan
arah, landasan, dan kepastian hukum;

. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (7) Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta menyatakan bahwa “Keputusan rapat
paripurna atas usulan rancangan Perda berupa
a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan pengubahan;
atau c. penolakan”;



Mengingat

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Badan
Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan
Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan
Perempuan,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Jawa;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);



Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta;

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta tanggal 11 September 2023;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta pada tanggal 12 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Usulan Inisiatif Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Surakarta tentang Pelindungan Perempuan menjadi Usulan
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU yang telah disetujui menjadi Inisiatif
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada
Wali Kota.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 September 2023




